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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 
3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Praktek kerja magang dilaksanakan di PT Wahyu Abadi pada bagian 

Accounting and Finance sebagai accounting staff. PT Wahyu Abadi berdomisili di 

Kawasan Industri Silicon 1, Jalan Angsana Raya Blok L1-17, Lippo Cikarang, 

Sukaresi, Bekasi, Jawa Barat. Selama kerja magang berlangsung berada dalam 

pengawasan Ibu Desan selaku accounting and finance manager dan Bapak Yon 

Haryono sebagai pembimbing lapangan selama kerja magang berlangsung. 

Kerjasama dan komunikasi yang baik antar seluruh pegawai PT Wahyu Abadi 

membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan selama kerja magang 

ini. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

 
Tugas-tugas yang dilakukan selama kerja magang adalah sebagai berikut: 

 
1. Melakukan Rekap SPT Masa PPh Pasal 23 dari E-Bupot 

 
PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk 

usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan 

kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ini dibayarkan ataupun 

terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara 

kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 
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Tujuan melakukan rekap SPT PPh Pasal 23 ini adalah untuk dokumentasi dan 

mempermudah perusahaan mempersiapkan data-data jika sewaktu-waktu terjadi 

pemeriksaan. Dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan rekap SPT Masa PPh 

Pasal 23 adalah SPT Masa PPh Pasal 23, bukti potong PPh pasal 23, Bukti 

Pembayaran, dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), lalu di-input ke dalam 

Microsoft Excel. Langkah-langkah dalam membuat rekapan PPh Pasal 23 sebagai 

berikut: 

1. Mendapat softcopy format rekapan PPh Pasal 23, softcopy rekapan bukti potong 

PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 23, Bukti Potong PPh Pasal 23, Bukti 

Penerimaan Elektronik dan Bukti Pembayaran. 

2. Membuka website www.ebupotpajak.go.id kemudian melakukan login dengan 

NPWP dan Password perusahaan. 

3. Klik “Bukti Pemotongan” yang terdapat di atas halaman utama website tersebut, 

kemudian pilih “Pasal 23” dan klik “daftar bukti potong”. 

4. Pertama, merekap data bukti potong yang terdiri beberapa kolom yaitu, masa 

SPT, NPWP, nama, nomor bukti potong, tanggal bukti potong, nilai objek 

pajak (DPP), PPh yang dipotong, kode pajak, kode objek pajak, dan nomor 

dokumen ke dalam Microsoft Excel. Dokumen yang digunakan adalah daftar 

bukti potong. 

5. Selanjutnya merekap dan mengisi kolom Masa Pajak, DPP Deviden, PPh 23 

Deviden, DPP Bunga, PPh 23 Bunga, DPP Sewa dan Penghasilan Lain, PPh 

http://www.ebupotpajak.go.id/
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23 Sewa dan Penghasilan Lain, DPP Jasa, PPh 23 Jasa, DPP dan PPh 23 yang 

telah dijumlahkan masing-masing, Jumlah Pembayaran, Kode Pajak, Tanggal 

Pembayaran, Nomor NTPN, Tanggal lapor, dan Nomor bukti penerimaan. 

Data” tersebut terdapat dalam file “Perekaman Bukti Penyetoran dan file 

Dashboard” yang berisi data bukti penerimaan elektronik, Bukti Pembayaran, 

dan SPT induk PPh 23. 

6. Menyimpan dan menyerahkan hasil rekapan PPh 23 yang telah dibuat kepada 

pemimbing lapangan untuk diperiksa kembali. 

2. Meng-input Bukti Potong PPh Pasal 23 Kedalam E-Bupot 

 
PPh Pasal 23 tidak terlepas dari bukti pemotongan, dan bukti potong sangat 

dibutuhkan sebagai tanda bahwa pemotong maupun pihak yang dipotong pajak 

penghasilannya telah memenuhi kewajiban pajaknya dengan melampirkan bukti 

potong yang sah, dan bukti potong berfungsi untuk memenuhi syarat saat 

menyampaikan SPT Tahunan PPh. Tujuan dilakukan input bukti potong PPh 23 

adalah untuk mengontrol apakah hutang PPh 23 sudah dilaporkan atau belum, dan 

bertujuan agar data tersimpan dalam website E-Bupot. Dokumen yang dibutuhkan 

adalah General Ledger atau rekapan data yang telah dibuat oleh perusahaan, dan 

daftar keterangan perusahaan vendor/customer. Kemudian diinput ke dalam E- 

Bupot. Langkah-langkah dalam menginput bukti potong PPh 23 sebagai berikut: 

1. Menerima file General Ledger atau rekapan data yang telah dibuat perusahaan 

dan daftar keterangan vendor dari pembimbing lapangan. 
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2. Membuka website www.ebupotpajak.go.id kemudian melakukan login dengan 

NPWP dan Password perusahaan. 

3. Klik “Bukti Pemotongan” yang terdapat di atas halaman utama website tersebut 

 
4. Kemudian pilih “Pasal 23” dan “Input Bukti Potong 23” 

 
5. Selanjutnya mengisi data-data yang diperlukan untuk meng-input bukti potong 

baru. Dalam mengisi data-data bukti potong terbagi menjadi beberapa bagian, 

pertama adalah kolom mengenai identitas wajib pajak yang dipotong (yang 

berisikan tahun pajak, masa pajak, identitas dapat berupa NIK atau NPWP, 

Nama Wajib Pajak, alamat) dan data tersebut dapat didapat dari daftar 

keterangan vendor. Kedua adalah dasar pemotongan (yang berisikan nama 

dokumen, nomor dokumen dan tanggal dokumen), ketiga adalah pajak 

penghasilan yang dipotong (yang berisikan kode objek pajak, jumlah 

penghasilan bruto, tarif, PPh yang dipotong), dan terakhir yaitu identitas 

pemotong pajak (yang berisikan NPWP pemotong pajak, nama pemotong pajak, 

dan kolom nama dan jabatan orang yang bertandatangan atas data-data yang 

diisi). 

6. Klik tanda “√ “ untuk menyetujui bahwa data yang di-input sudah benar, jelas 

dan lengkap. Kemudian “simpan” agar data data yang telah diisi dapat 

tersimpan, dan secara langsung bukti potong yang telah di-input akan muncul 

dalam daftar bukti potong PPh pasal 23 di E-Bupot. 

http://www.ebupotpajak.go.id/
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3. Melakukan Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 

 
PPh Masa Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan 

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, dan pembayaran lain yang 

diterima oleh pegawai atau orang pribadi. Tujuan melakukan rekap SPT Masa PPh 

Pasal 21 untuk mengecek kesesuaian antara jumlah PPh 21 yang dipotong dengan 

yang dibayarkan. Dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan rekap SPT Masa 

PPh Pasal 21 adalah SPT Masa PPh 21 milik perusahaan yang telah dibuat, Bukti 

Pembayaran dan Bukti Penerimaan Elektronik. Kemudian di-input kedalam 

Microsoft Excel. Langkah-langkah yang dilakukan untuk merekap PPh 21 adalah 

sebagai berikut: 

1. Memperoleh dokumen berupa softcopy SPT Masa PPh 21, Bukti Penerimaan 

Elektronik, Bukti Pembayaran, dan format tabel untuk merekap PPh 21. Dalam 

format rekapan PPh 21 terdapat tabel yang terdiri dari kolom Masa Pajak, Objek 

Pajak yang berisikan (DPP Pegawai tetap, PPh 21 Pegawai tetap, DPP Pegawai 

tidak tetap, PPh 21 Pegawai tidak tetap, DPP Komisaris, PPh 21 Komisaris, DPP 

Bukan Pegawai, PPh 21 Bukan Pegawai), Objek Pajak Final yang berisikan 

(DPP pesangon, dan PPh 21 Pesangon), Total dari DPP dan PPh 21, PPh 21 yang 

dibayarkan, Kode pajak, Tanggal Pembayaran, Nomor NTPN, Tanggal 

Pelaporan dan Nomor Bukti Penerimaan. 
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2. Mengisi sesuai dengan tabel format rekapan yang diberikan berdasarkan data 

yang berasal dari dokumen-dokumen yang telah diberikan (SPT PPh 21, Bukti 

Penerimaan Elektronik, dan Bukti Pembayaran). 

3. Menyimpan dan menyerahkan hasil rekapan PPh 21 yang telah dibuat kepada 

pembimbing lapangan untuk diperiksa kembali. 

4. Melakukan Rekap SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) 

 
PPh Masa Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak 

badan maupun orang pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang diperoleh dan 

pemotonganya bersifat final. Tujuan melakukan rekap SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 

(2) untuk memverifikasi jumlah PPh yang berada di bukti potong dengan jumlah 

yang terdapat dalam SPT PPh 4 ayat (2) jumlahnya sama. Dokumen yang 

dibutuhkan dalam melakukan rekap SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) adalah SPT 

Masa PPh Pasal 4 ayat (2) milik perusahaan, Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2), 

Bukti Pembayaran, dan Bukti Penerimaan Elektronik. Kemudian diinput ke dalam 

Microsoft Excel. Langkah-langkah yang dilakukan untuk merekap PPh Pasal 4 ayat 

(2) adalah sebagai berikut: 

 
1. Memperoleh dokumen berupa SPT Pasal 4 ayat (2) milik perusahaan beserta 

dengan Bukti Penerimaan Elektronik, Bukti Pembayaran, Bukti Potong, 

softcopy format tabel rekapan bukti potong PPh 4 ayat (2) dan softcopy format 

tabel rekapan PPh Pasal 4 ayat (2). 
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2. Pertama merekap bukti potong PPh 4 ayat (2) dengan mengisi format tabel 

rekapan bukti potong PPh 4 ayat (2) yang telah diberikan. Untuk mengisi tabel 

tersebut dokumen yang dibutuhkan adalah daftar bukti potong PPh 4 ayat (2). 

3.  Mengisi format tabel rekapan pajak tersebut berdasarkan dokumen yang telah 

diberikan (SPT PPh 4 ayat (2), Bukti Penerimaan Elektronik, dan Bukti 

Pembayaran) 

4. Menyimpan dan menyerahkan hasil rekapan PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah 

dibuat kepada Pembimbing Lapangan untuk diperiksa kembali. 

5. Menjurnal dan Memberikan Kode Akun dalam Nota Bukti Pengeluaran 

Kas 

Menjurnal dan memberikan kode akun merupakan kegiatan yang penting untuk 

mengklasifikasikan jenis transaksi agar dapat di periksa dengan mudah dan sesuai 

dengan kategori yang diinginkan perusahaan. Tujuan dilakukannya jurnal dan 

pemberian kode akun adalah untuk mengetahui suatu jenis transaksi termasuk ke 

dalam akun yang mana, sehingga meminimalisir kesalahan penempatan atau 

pengelompokan jenis transaksi tersebut. Dokumen yang dibutuhkan untuk 

melakukan jurnal dan pemberian kode akun adalah Voucher pengeluaran atau nota 

pengeluaran kas dan bukti pembelian. Langkah-langkah untuk menjurnal dan 

memberikan kode akun adalah sebagai berikut: 

1. Menerima voucher pengeluaran dari purchasing department 

 
2. Melakukan pengecekan terhadap jumlah yang tertera dalam voucher 

pengeluaran dengan bukti-bukti pembelian apakah nilainya sudah sesuai atau 

tidak 



45  

3. Setelah melakukan pengecekan dan perhitungan kembali, dilakukannya 

pemberian kode akun dan jurnal nama akun sesuai dengan jenis transaksi yang 

dilakukan. 

4. Setelah memberikan jurnal dan kode akun, kemudian dokumen tersebut di 

berikan kepada pembimbing lapangan untuk ditandatangan. 

6. Merekap Pertanggungjawaban Uang Muka Vendor PT S 

 
Pertanggungjawaban uang muka dilakukan oleh pemegang uang muka dengan 

menyusun laporan pertanggungjawaban uang muka. Tujuan dilakukannya 

rekap pertanggungjawaban uang muka adalah untuk mengetahui dan 

menghitung perbandingan antara jumlah dana/uang muka yang dibayarkan 

dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembelian tersebut. 

Apakah jumlah uang muka dan biaya yang dikeluarkan sama, uang muka yang 

dibayarkan jumlahnya lebih kecil dari biaya yang seharusnya (kurang bayar), 

atau uang muka yang dibayarkan jumlahnya lebih besar dari biaya yang 

seharusnya (lebih bayar). Dokumen yang dibutuhkan untuk merekap adalah 

kwitansi-kwitansi pertanggungjawaban bon sementara atas uang muka. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk merekap pertanggungjawaban uang 

muka adalah: 

1. Menerima dokumen yaitu, kuitansi-kuitansi bon pertanggungjawaban 

sementara, dan softcopy format rekapan pertanggungjawaban uang muka. 

2. Dalam softcopy format rekapan terdapat kolom (No.Purchase Order, Nominal 

uang muka yang dibayarkan, No.invoice, Jumlah Pertanggungjawaban Uang 

Muka (PJUM), Tanggal, dan Keterangan). Kolom-kolom tersebut diisi 
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berdasarkan dokumen kuitansi-kuitansi pertanggungjawaban bon sementara 

atas uang muka. 

3. Setelah melakukan rekap pertanggungjawaban uang muka, hasil rekapan 

kemudian diberikan kepada pembimbing lapangan untuk diperiksa kembali. 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 
3.3.1 Proses Pelaksanaan 

 
Proses pelaksanaan kerja magang berlangsung dari tanggal 1 Juli 2020 

hingga tanggal 2 September 2020. Rincian tugas yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Melakukan Rekap SPT Masa PPh Pasal 23 dari E-Bupot 

 
Rekapan PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi dilakukan untuk periode Juli- 

Desember tahun 2018, periode Januari- Desember tahun 2019, dan periode 

Januari- Agustus tahun 2020. Tidak hanya merekap SPT PPh Pasal 23, 

melainkan juga melakukan rekap bukti potong PPh Pasal 23. Pada periode 

tahun 2018 merekap sebanyak 512 bukti potong, periode tahun 2019 

merekap sebanyak 282 bukti potong, dan periode tahun 2020 sebanyak 208 

bukti potong. Langkah-langkah dalam merekap PPh Pasal 23 dan bukti 

potong PPh Pasal 23 dari website E-Bupot adalah sebagai berikut: 

1. Sebelum merekap bukti potong PPh Pasal 23, Pembimbing Lapangan 

telah memberikan softcopy format rekapan bukti potong PPh Pasal 23. 

Gambar berikut merupakan contoh format rekapan bukti potong PPh 

Pasal 23. 
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Gambar 3.1 

 
Format Rekapan Bukti Potong PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi 

 
 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 
Gambar 3.1 merupakan contoh format rekapan bukti potong PPh Pasal 

23 PT Wahyu Abadi. Terdapat beberapa kolom yang harus diisi yaitu, 

kolom Masa SPT, Nomor, NPWP, Nama Perusahaan, Nomor Bukti 

Potong, Tanggal Bukti Potong, Nilai Objek Pajak, PPh Yang Dipotong, 

Kode Pajak, Kode Objek Pajak, Nomor Dokumen. Selanjutnya mengisi 

kolom- kolom tersebut berdasarkan informasi yang terdapat didalam 

website E-Bupot. 

2. Membuka website www.ebupotpajak.go.id kemudian login dengan 

menggunakan NPWP dan Password perusahaan. 

http://www.ebupotpajak.go.id/
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Gambar 3.2 

 
Tampilan Login kedalam Website E-Bupot 

 
 

 
(Sumber: www.ebupotpajak.go.id) 

 
3. Setelah masuk ke dalam website E-Bupot milik perusahaan, kemudian pilih 

“Bukti Pemotongan” – “Pasal 23” – “Daftar Bukti Potong 23” untuk 

mendapatkan informasi data terkait dengan bukti potong PPh 23. 

Gambar 3.3 

 
Cara Membuka Daftar Bukti Potong 

 
 

http://www.ebupotpajak.go.id/
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(Sumber: Website E-Bupot) 

 
Setelah pilih “Daftar Bukti Potong” seperti yang dicontohkan dalam 

(Gambar 3.2), maka akan muncul Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23. 

Gambar 3.4 

 
Contoh Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 

 
 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 
Gambar 3.4 merupakan contoh daftar bukti potong yang telah diinput ke 

dalam E-Bupot. Pada Gambar 3.4 terdapat beberapa informasi yang digunakan 

untuk mengisi kolom pada format rekapan bukti potong PPh Pasal 23 yaitu, Masa 

SPT yaitu masa “Januari”, NPWP yang terdapat dalam kotak berwarna hitam, 

Nama Perusahaan dalam kotak berwarna kuning yaitu “Maxindo Network”, Nomor 
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Bukti Potong terdapat dalam kotak berwarna hijau yaitu “330000022”, Tanggal 

Bukti Potong terdapat dalam kotak berwarna pink yaitu tanggal “10/01/2020”, Nilai 

Objek Pajak terdapat dalam kotak berwarna ungu yaitu sebesar “6.500.000”, PPh 

Yang Dipotong dalam kotak berwarna cokelat sebesar “130.000”, Kode Objek 

Pajak dalam kotak berwarna biru muda yaitu “24-104-26” dan Nomor Dokumen 

dalam kotak berwarna biru tua yang terdapat pada kolom B.7 “Dokumen referensi”. 

Dalam kolom Kode Pajak diisi dengan angka “411124/104” angka tersebut sesuai 

dengan kode perusahaan dan diikuti dengan kode objek pajak Setelah mendapatkan 

data-data tersebut, selanjutnya melakukan rekap ke dalam Microsoft Excel. Hasil 

akhir dari contoh pengisian rekapan bukti potong PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi 

untuk masa Januari 2020 adalah sebagai berikut: 

Gabar 3.5 

 
Hasil Akhir Pengisian Rekapan Bukti Potong PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi 

Masa Januari 2020 

 

 
(Sumber: Dokumen Perusahaan) 
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Pada Gambar 3.5, Seluruh kolom untuk masa Januari tahun 2020 telah terisi 

dengan informasi-informasi yang diperoleh dari Bukti Potong PPh pasal 23 

dalam website E-Bupot. Setelah merekap bukti potong masing-masing masa 

pajak, pada kolom total yang berada pada Gambar 3.5 ini berisikan total nilai 

objek pajak atau DPP PPh 23 yang terutang dan total nilai PPh 23 yang akan 

dipotong. dan nilai tersebut harus sesuai dengan jumlah yang disetor nantinya. 

Pengisian serupa juga dilakukan untuk Masa dan Periode Tahun Pajak 2018, 

dan 2019. 

4. Setelah merekap bukti potong PPh Pasal 23, yang dilakukan berikutnya adalah 

merekap PPh Pasal 23. Berikut adalah Gambar format rekapan PPh Pasal 23 

PT Wahyu Abadi. 

Gambar 3.6 

 
Format Rekapan PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi 

 
 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 
Gambar 3.6 merupakan contoh format rekapan PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi. 

Dalam format tersebut terdapat beberapa kolom yang harus diisi, yaitu Masa 

SPT, DPP masing-masing jenis pajak yang akan dipotong (Deviden, Bunga, 

Royalti, Sewa dan Penghasilan lain, dan Jasa), PPh terutang masing-masing jenis 

pajak yang akan dipotong, Total DPP dari setiap jenis pajak, Total PPh yang 
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terutang, Jumlah yang dibayarkan, Kode Pajak, Tanggal Pembayaran, No. 

NTPN, Tanggal Penerimaan, dan Nomor Bukti Penerimaan. 

5. Klik File “Dashboard” pada kiri atas halaman website, kemudian terdapat daftar 

SPT yang telah terkirim. Agar memudahkan untuk pencarian maka dapat dicari 

berdasarkan periode tahun pajak dan masa pajak yang diinginkan. Contoh: 

“Tahun = 2020, Masa Pajak = 1”. Untuk mengisi kolom DPP dan PPh yang 

terutang masing-masing jenis pajak, dilihat dari SPT induk PPh Pasal 23. Berikut 

adalah Gambar SPT induk PPh Pasal 23 Masa Januari 2020 PT Wahyu Abadi. 

Gambar 3.7 

 
SPT Induk PPh 23 Masa Januari 2020 PT Wahyu Abadi 

 
 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 
Gambar 3.7 merupakan contoh SPT Induk PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi masa 

Januari 2020. Dari SPT tersebut dapat mengisi kolom nilai DPP dan PPh yang 
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terutang untuk masing-masing jenis pajak PPh Pasal 23. Sebagai contoh, pada 

kolom yang dikotak merah merupakan nilai DPP dari jenis pajak PPh Pasal 23 

yang bersumber dari bunga yaitu sebesar “20.000.000”, dan merupakan nilai 

PPh yang terutang sebesar “3.000.000” dari jenis pajak PPh Pasal 23 yang 

bersumber dari bunga. Kemudian dalam kotak berwarna ungu merupakan nilai 

dari DPP dan PPh yang terutang yang bersumber dari Sewa dan Penghasilan lain 

sebesar “1.500.000” dan “30.000”. Pada kotak berwarna hitam merupakan nilai 

DPP dan PPh terutang dari semua jenis jasa. Dan dalam kotak berwarna kuning 

merupakan total dari semua DPP “574.926.761” dan PPh yang terutang Pasal 23 

sebesar “14.422.132”. Nilai total DPP dan PPh yang terutang dalam SPT induk 

harus sama besar dengan total nilai DPP dan PPh yang terutang dari hasil 

rekapan bukti potong yang sebelumnya sudah terekap, karena jika nilai DPP dan 

PPh yang terutang jumlahnya sama, antara yang terdapat dalam SPT Induk dan 

Bukti Pemotongan, maka PPh yang terutang jumlahnya benar. 

Gambar 3.8 

 
Hasil Sebagian Rekapan PPh 23 Masa Januari 2020 

 

(Sumber: Dokumen Perusahaan) 

 
Gambar 3.8 merupakan hasil sebagian rekapan PPh 23 Masa Januari 2020. 

Nilai kolom-kolom tersebut diisi berdasarkan data dari SPT induk PPh Pasal 

23. Hasil rekapan tersebut belum selesai secara keseluruhan, karena masih 

terdapat kolom Jumlah Bayar, Kode Pajak, Tanggal Pembayaran, No. NTPN, 

Tanggal Penerimaan dan Bukti Nomor Penerimaan. 
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6. Untuk mengisi kolom Jumlah Bayar, Kode Pajak, Tanggal Pembayaran, No. 

 

NTPN dimulai dengan klik File “SPT Masa PPh” >> “Perekaman Bukti 

Penyetoran” dan cari kata kunci berdasarkan Tahun Pajak dan Masa Pajak yang 

diinginkan. Contoh: 2020- 1 (untuk mencari data terkait Masa SPT yang 

diinginkan). Gambar berikut merupakan Gambar Bukti Penyetoran/ 

Pembayaran. 

Gambar 3.9 

 
Bukti Penyetoran/ Pembayaran 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 
Dalam Gambar 3.9 terdapat 3 (tiga) jenis setoran pajak yang berbeda, dan 

masing-masing memiliki No. NTPN, dan kode pajak yang berbeda. Contoh: 

untuk jenis setoran bunga memiliki kode pajak “102” dan No.NTPN 

“14B00741GTKFCRMI” berbeda dengan jenis setoran untuk jasa  yang 

memiliki kode pajak “104” dan No.NTPN “5DE1000LI91F5ED8. Pada kotak 

berwarna ungu merupakan data untuk mengisi kolom jumlah PPh Pasal 23 yang 

dibayarkan atau disetor yaitu sebesar “Rp.30.000” untuk jenis setoran masa, 
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“Rp.3.000.000” untuk jenis setoran bunga, dan “Rp.11.392.132” untuk jenis 

setoran jasa, dan kotak yang berwarna kuning merupakan data untuk mengisi 

tanggal setor/pembayaran yaitu tanggal “07/02/2020”. Jumlah PPh 23 yang 

disetor sebesar Rp.14.422.132 dan jumlahnya sama dengan besarnya PPh yang 

dipotong atau terutang dalam rekapan Bukti Potong, maka dapat disimpulkan 

bahwa perhitungan untuk PPh Pasal 23 sudah dilakukan dengan benar. 

7. Untuk mengisi kolom tanggal pelaporan, dan nomor bukti penerimaan, 

membutuhkan dokumen Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Untuk membuka 

file tersebut langkah yang dilakukan adalah klik “Dashboard” pada kiri atas 

website >> pilih BPE sesuai dengan masa yang diinginkan. Berikut merupakan 

gambar Bukti Penerimaan Elektrnonik masa Januari 2020 utnuk SPT PPh Pasal 

23 PT Wahyu Abadi. 

Gambar 3.10 

 
Bukti Penerimaan Elektronik Masa Januari 2020 SPT PPh 23 PT Wahyu 

Abadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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Pada Gambar 3.10 merupakan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Masa Januari 

untuk PPh Pasal 23 milik PT Wahyu Abadi. Dalam dokumen tersebut dapat 

mengisi kolom Tanggal penerimaan dan Nomor Bukti Penerimaan untuk 

melengkapi rekapan PPh Pasal 23. Pada kotak berwarna hijau merupakan data 

untuk mengisi Tanggal Penerimaan yaitu tanggal “20/02/2020”, dan pada kotak 

berwarna hitam merupakan data untuk mengisi Nomor Bukti Penerimaan yaitu 

“0414520710520120516”. Gambar berikut merupakan hasil rekapan lanjutan 

PPh Pasal 23 Masa Januari PT Wahyu Abadi. 

Gambar 3.11 

 
Hasil Rekapan Lanjutan PPh 23 Masa Januari 2020 PT Wahyu Abadi 

 
 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 
Gambar 3.11 merupakan hasil rekapan lanjutan dari hasil rekapan sebagian 

sebelumnya, maka dari itu Rekapan PPh Pasal 23 sudah selesai. Pengisian serupa 

dilakukan untuk masa-masa pajak lain dan tahun pajak 2018, dan 2019. Secara 

keseluruhan merekap SPT PPh Pasal 23 untuk periode tahun pajak 2018, 2019, 

dan 2020 sampai masa Juni. 

2. Meng-input Bukti Potong PPh Pasal 23 Kedalam E-Bupot 

 
Penginputan Bukti Potong PPh Pasal 23 PT Wahyu Abadi ke dalam E-Bupot 

untuk masa Juli dan Agustus 2020. Langkah-langkah untuk meng-input bukti 

potong PPh Pasal 23 sebagai berikut: 
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1. Membuka Website www.ebupotpajak.go.id dan login dengan NPWP dan 

 

password perusahaan. 

 
2. Setelah masuk kedalam halaman utama, klik “Bukti Pemotongan” >> “Pasal 23” 

 

>> “Input Bukti Potong 23”, dan akan muncul tampilan form untuk mengisi 

bukti potong PPh Pasal 23. 

3. Untuk melakukan proses input bukti potong PPh Pasal 23 kedalam E-Bupot, 

terlebih dahulu memperoleh file berupa softcopy data rekapan general ledger 

yang telah dibuat oleh perusahaan, dan daftar keterangan vendor perusahaan . 

Gambar berikut merupakan hasil rekapan general ledger dan daftar keterangan 

vendor perusahaan yang diberikan oleh pembimbing lapangan. 

Gambar 3.12 

 
Rekapan General Ledger Masa Juli dan Agustus 2020 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 
Gambar 3.13 

 
Daftar Keterangan Vendor Perusahaan PT Wahyu Abadi 

 

http://www.ebupotpajak.go.id/
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 
Gambar 3.12 dan 3.13 merupakan sebagian rekapan general ledger dan daftar 

keterangan vendor perusahaan PT Wahyu Abadi. 

4. Dalam proses meng-input bukti potong terdapat 4 tahapan. Tahap yang pertama 

adalah kolom indentitas wajib pajak yang dipotong. Tahap kedua adalah 

dokumen dasar pemotongan. Tahap ketiga adalah pajak penghasilan yang 

dipotong, dan tahap yang terakhir adalah identitas pemotong pajak. Sebagai 

contoh, ingin menginput bukti potong PT Etos Indonusa masa Juli yang 

informasi data-datanya terdapat dalam Gambar 3.12 dan Gambar 3.13. Dalam 

penginputan pada tahapan pertama yaitu identitas wajib pajak, maka data yang 

digunakan adalah yang terdapat pada kotak berwarna merah yaitu NPWP, 

Alamat wajib pajak, dan tahun pajak dan masa pajak yang diinginkan. Gambar 

berikut adalah Hasil Penginputan Bukti Potong PPh 23 Tahap Pertama. 

Gambar 3.14 

 
Hasil Penginputan Bukti Potong PPh 23 Tahap Pertama kedalam E- 

Bupot 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 
Kemudian pada tahap kedua adalah meng-input dokumen dokumen dasar 

pemotongan. Dalam tahap kedua ini membutuhkan data nomor dokumen dan 

tanggal pemotongan. Sebagai contoh untuk mengisi tahap kedua ini data yang 

dibutuhkan adalah data yang berada dalam kolom yang berwarna ungu pada 

Gambar 3.12 yaitu tanggal “06/07/2020” dan untuk nomor dokumen adalah 

“CPI/KBP1-MBA1/20070610-15”. Berikut adalah Gambar Hasil Penginputan 

Bukti Potong PPh 23 Tahap Kedua kedalam E-Bupot. 

Gambar 3.15 

 
Hasil Penginputan Bukti Potong PPh 23 Tahap Kedua Kedalam E-Bupot 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumen Perusahaan) 

 
Dari Gambar 3.15 nama dokumen yang dipilih adalah “Bukti Pembayaran” dan 

setelah meng-input nomor dokumen dan tanggal, klik “simpan”. Tahap ketiga 

untuk mengisi pajak penghasilan yang dipotong, membutuhkan data mengenai 
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Kode Objek Pajak, Jumlah Penghasilan Bruto (DPP), Tarif, dan Jumlah PPh 

yang dipotong. sebagai contoh untuk mengisi bagian ketiga ini menggunakan 

data yang terdapat pada Gambar 3.12 dan 3.13 yang berada dalam kotak 

berwarna hijau yaitu untuk kode objek pajak “24-104-26”, jumlah penghasilan 

bruto “Rp.3.100.000” dan PPh yang dipotong “Rp.62.000”. Gambar berikut 

merupakan Hasil Penginputan Bukti Potong PPh 23 Tahap Ketiga kedalam E- 

Bupot. 

Gambar 3.16 

 
Hasil Penginputan Bukti Potong PPh 23 Tahap Ketiga Kedalam E-Bupot 

 
 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 
Dan pada tahap yang terakhir, adalah tahapan untuk mengisi identitas pemotong 

pajak. pada tahapan ini identitas pemotong pajak secara otomatis terisi dengan 

nama dan NPWP PT Wahyu Abadi, maka dalam tahapan ini hanya memilih 
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nama dan status seseorang yang akan menandatangani. Berikut merupakan 

gambar Hasil Penginputan Bukti Potong PPh 23 Tahap Keempat kedalam E- 

Bupot. 

Gambar 3.17 

 
Hasil Penginputan Bukti Potong PPh 23 Tahap Keempat kedalam E- 

 

Bupot 
 

 

 

 

 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 
Dalam Gambar 3.16 ini kolom bertindak sebagai diisi dengan “Kuasa” dan pada 

kolom nama secara otomatis akan terisi nama seorang kuasa tersebut, dan juga 

memberikan tanda “ √ “ untuk menyetujui dan mengakui bahwa semua informasi 

telah di-input dengan benar, lengkap, dan jelas. Kemudian klik “Simpan”. 

Sehingga secara otomatis data-data yang telah diiput akan tampil dalam daftar 
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bukti pemotongan PPh 23 dalam E-Bupot. Gambar berikut merupakan Hasil 

Akhir Penginputan Bukti Potong PPh 23 kedalam E-Bupot. 

Gambar 3.18 

 
Hasil Akhir Penginputan Bukti Pemotongan PPh 23 kedalam E-Bupot 

 
 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 
Penginputan bukti pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan untuk Masa Juli dan 

Agustus 2020, dan jumlah bukti potong yang diinput kedalam E-Bupot sebanyak 

107 bukti potong. Penginputan serupa juga dilakukan untuk bukti potong PPh 

pasal 23 lainnya. 

3. Melakukan Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 

 
Rekapan PPh Pasal 21 PT Wahyu Abadi dilakukan untuk tahun pajak 2020 untuk 

perusahaan induk dan perusahaan cabang. Dalam merekap PPh Pasal 21, terlebih 

dahulu memperoleh file berupa softcopy format rekapan PPh 21 dari pembimbing 

lapangan dan SPT PPh Pasal 21 beserta dengan bukti pembayaran dan Bukti 

Penerimaan Elektronik (BPE). Gambar berikut merupakan contoh format rekapan 

PPh Pasal 21 PT Wahyu Abadi. 
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Gambar 3.19 

 
Format Rekapan PPh Pasal 21 PT Wahyu Abadi 

 
 

 
(Sumber: Dokumen Perusahaan) 

 
Pada Gambar 3.17 terdapat kolom Masa, DPP dan PPh 21 untuk Objek pajak 

pegawai tetap, pegawai tidak tetap, komisaris, bukan pegawai, DPP dan PPh 

yang dipotong untuk Objek pajak final yaitu pesangon, Total seluruh DPP dan 

PPh 21, Jumlah yang dibayarkan, kode pajak, tanggal pembayaran/setor, no. 

NTPN, tanggal lapor, dan nomor bukti penerimaan. Dalam mengisi kolom- 

kolom format rekapan PPh 21 tersebut, data yang digunakan berdasarkan 

informasi yang terdapat dalam SPT PPh Pasal 21 PT Wahyu Abadi. Berikut ini 

adalah contoh SPT PPh Pasal 21 Masa Maret 2020 PT Wahyu Abadi. 
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Gambar 3.20 

 
SPT PPh Pasal 21 Masa Maret 2020 PT Wahyu Abadi (Perusahaan 

Induk) 

(Sumber: Dokumen Perusahaan) 
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Gambar 3.18 merupakan contoh SPT PPh Pasal 21 masa Maret PT Wahyu 

Abadi untuk perusahaan induk. Sebagai contoh, untuk mengisi kolom Masa 

“Maret”, mengisi kolom DPP dan PPh yang dipotong dapat dilihat dari Gambar 

3.18 yang berada dalam kotak berwarna merah yaitu sebesar DPP 

“Rp.876.053.310” dan PPh Pegawai tetap “Rp159.696.132”. Sedangkan kolom 

Objek Pajak final pada Gambar 3.18 tidak ada nilainya, maka dalam format 

rekapan dikosongkan saja. Dan pada kolom total dihitung dengan 

menjumlahkan DPP dan PPh 21 pegawai tetap, pegawai tidak tetap, komisaris, 

dan bukan pegawai. Hasil tersebut harus sama jumlahnya dengan total yang 

terdapat pada SPT PPh 21 Perusahaan. Contoh dalam Gambar 3.18 jumlah DPP 

dan PPh 21 untuk masa Maret 2020 adalah Rp.1.772.536.546 dan Rp. 

199.864.930. 

Gambar 3.21 

 
Hasil Rekapan Sebagian PPh Pasal 21 Masa Maret 2020 PT Wahyu Abadi 

(Perusahaan Induk) 

 

 
(Sumber: Dokumen Perusahaan) 

 
Gambar 3.19 merupakan hasil rekapan sebagian PPh Pasal 21. Kemudian untuk 

mengisi kolom jumlah bayar, kode pajak, tanggal bayar, NTPN, tanggal lapor, 

dan nomor bukti penerimaan, dapat dilihat dari bukti pembayaran dan 
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bukti penerimaan elektronik PT Wahyu Abadi. Berikut adalah lembar bukti 

pembayaran untuk PPh Pasal 21 Masa Maret 2020. 

Gambar 3.22 

 
Lembar Bukti Pembayaran Ke-1 PPh Pasal 21 Masa Maret 2020 

 
 

 
(Sumber: Dokumen Perusahaan) 

 
Pada Gambar 3.20 merupakan lembar bukti pembayaran, pembayaran pajak 

dibedakan berdasarkan kode pajaknya/ jenis setoran pajaknya, maka dalam 

melakukan pembayaran dapat dilakukan dalam waktu yang berbeda. Contoh 

untuk membayar pajak PPh Pasal 21 Masa Maret ini, PT Wahyu Abadi 

melakukan tiga kali pembayaran, dan terdapat pembayaran pada hari yang 

berbeda. Berikut Contoh Lembar Bukti Pembayaran Ke-2 PPh Pasal 21 Masa 

2020 PT Wahyu Abadi (Perusahaan Induk). 
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Gambar 3.23 

 
Lembar Bukti Pembayaran Ke-2 PPh Pasal 21 Masa Maret 2020 

 
 

 
(Sumber: Dokumen Perusahaan) 

 
Gambar 3.21 ini merupakan contoh lembar bukti pembayaran ke-2 untuk 

pembayaran PPh Pasal 21 Masa Maret 2020. Dengan tanggal pembayaran yang 

berbeda, jumlah yang berbeda, dan no. NTPN yang berbeda. Setelah mengisi 

kolom tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, NTPN dan kode pajak, 

selanjutnya mengisi kolom tanggal lapor dan nomor bukti penerimaan. Untuk 

mengisi kolom tersebut dapat dilihat dari Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). 

Berikut merupakan bukti penerimaan elektronik masa Maret 2020 PT Wahyu 

Abadi (perusahaan induk). 
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Gambar 3.24 

 
Bukti Penerimaan Elektronik Masa Maret 2020 

 

 
(Sumber: Dokumen Perusahaan) 

 
Setelah mengisi nomor bukti penerimaan rekapan untuk PPh Pasal 

21 telah selesai. Dan berikut merupakan hasil rekapan lanjutan PPh 21 masa 

Maret 2020 dan hasil rekapan keseluruhan PPh Pasal 21 Masa Januari-Juni 2020. 

Gambar 3.25 

 
Hasil Rekapan Lanjutan PPh Pasal 21 Masa Maret 2020 

 
 

 
(Sumber: Dokumen Perusahaan) 
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Gambar 3.26 

 
Hasil Rekapan PPh Pasal 21 Masa Januari-Juni 2020 

 
 

 
(Sumber: Dokumen Perusahaan) 

 
Pengisian serupa juga dilakukan untuk masa-masa yang lainnya dan untuk 

perusahaan cabang. Secara keseluruhan merekap SPT PPh Pasal 21 untuk 

Perusahaan Induk dan Perusahaan Cabang PT Wahyu Abadi periode tahun pajak 

2020. Hasil rekapan PPh Pasal 21 yang telah dibuat, disimpan dan selanjutnya 

diserahkan kepada pembimbing lapangan untuk di-review. 

4. Melakukan Rekap SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) 

 
Rekapan PPh 4 ayat (2) PT Wahyu Abadi dilakukan untuk tahun pajak 2019 dan 

2020. Dalam merekap PPh 4 ayat (2), terlebih dahulu memperoleh file berupa 

softcopy format rekapan PPh 4 ayat (2), softcopy format rekapan bukti potong PPh 

4 ayat (2) , Bukti potong PPh 4 ayat (2), SPT, Bukti Pembayaran, dan Bukti 

Penerimaan Elektronik (BPE). Sebelum melakukan proses rekapan PPh Pasal 4 ayat 

(2) dilakukan dahulu merekap bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2). Gambar berikut 
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merupakan contoh format rekapan bukti potong PPh 4 ayat (2) yang diperoleh dari 

pembimbing lapangan. 

Gambar 3.27 

Format Rekapan Bukti Potong PPh 4 ayat (2) PT Wahyu Abadi 

(Sumber: Dokumen Perusahaan) 

 
Gambar 3.24 merupakan format rekapan bukti potong PPh 4 ayat (2). Untuk 

mengisi kolom-kolom tersebut membutuhkan dokumen bukti pemotongan PPh 4 

ayat (2) wajib pajak yang dipotong. Berikut merupakan contoh gambar bukti 

pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Januari 2020. 

Gambar 3.28 

Bukti Pemotongan PPh 4 ayat (2) Masa Januari 2020 
 

(Sumber: Dokumen Perusahaan) 
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Untuk mengisi kolom nama, NPWP, nomor bukti pemotongan, tanggal 

pemotongan, nilai objek pajak, dan PPh yang dipotong dapat dilihat dari dokumen 

Bukti Pemotongan PPh 4 ayat (2) seperti contoh Gambar 3.25. sebagai contoh, 

untuk mengisi kolom nama dapat dilihat dari Gambar 3.25 yang berada dalam kotak 

berwarna merah yaitu “Wisni Setyawati Wahyudi” , nomor bukti potong dapat 

dilihat dalam kotak yang berwarna hijau yaitu “000001/PPH4(2)/WA/I/2018”, 

tanggal pemotongan berada dalam kotak berwarna kuning yaitu tanggal 

“07/01/2020”, nilai objek pajak dapat dilihat dalam kotak berwarna hitam yaitu 

sebesar “Rp.10.401.111”, dan yang terakhir PPh yang dipotong dapat dilihat dari 

data yang berada dalam kolom berwarna ungu sebesar “1.040.111”. Berikut 

merupakan Hasil rekapan bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) untuk tahun 2020. 

Gambar 3.29 

Hasil Rekapan Bukti Potong PPh 4 ayat (2) 2020 
 

 

 

(Sumber: Dokumen Perusahaan) 

 
Setelah melakukan rekap bukti potong PPh 4 ayat (2), selanjutnya dilakukan 

rekap untuk PPh 4 ayat 2. Sebelumnya pembimbing lapangan sudah meberikan 



72  

softcopy format rekapan PPh 4 ayat (2). Berikut merupakan gambar format rekapan 

PPh 4 ayat (2) yang diberikan oleh pembimbing lapangan. 

Gambar 3.30 

Format Rekapan PPh 4 ayat (2) PT Wahyu Abadi 
 

 
(Sumber: Dokumen Perusahaan) 

 
Dalam format rekapan tersebut terdapat kolom DPP dan PPh dari persewaan 

tanah/bangunan, jumlah DPP dan PPh keseluruhan, jumlah yang dibayarkan, kode 

pajak, NTPN, tanggal lapor, dan nomor bukti penerimaan. Untuk mengisi kolom 

Masa, DPP dan PPh persewaan tanah/bangunan, dan total dari DPP dan PPh 

keseluruhan dilihat dari dokumen SPT PPh 4 ayat (2) milik perusahaan. Berikut 

adalah contoh SPT PPh 4 ayat (2) Masa Januari 2020 PT Wahyu Abadi. 
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Gambar 3.31 

SPT PPh 4 ayat (2) Masa Januari 2020 
 

 
(Sumber: Dokumen Perusahaan) 

 
Pada Gambar 3.28 merupakan contoh SPT PPh 4 ayat (2) PT Wahyu Abadi. 

Untuk mengisi kolom Masa dapat dilihat pada Gambar 3.28 yang berada dalam 

kotak berwarna kuning yaitu masa “Januari”, untuk mengisi kolom DPP dan PPh 

dapat dilihat dalam kolom berwarna merah yaitu sebesar “Rp10.401.111” untuk 

DPP dan “Rp.1.040.111” untuk PPh yang dipotong, sedangkan untuk total 

keseluruhan DPP dan PPh dapat dilihat dalam kolom berwarna biru yaitu sebesar 

“Rp.10.401.111” untuk DPP dan “Rp.1.040.111” untuk PPh yang dipotong. 
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PT Wahyu abadi hanya memiliki satu objek pajak yang dipotong PPh 4 ayat (2) 

yaitu, persewaan tanah/bangunan. Selanjutnya untuk mengisi kolom Jumlah yang 

dibayarkan, Kode Pajak, Tanggal Pembayaran dan NTPN maka dokumen yang 

dibutuhkan adalah butki pembayaran. Dalam dokumen bukti pembayaran tersebut 

dapat mengisi kolom-kolom yang dibutuhkan untuk merekap PPh 4 ayat (2). 

Berikut merupakan contoh dokumen bukti pembayaran PPh 4 ayat (2) Masa Januari 

2020. 

Gambar 3.32 

Bukti Pembayaran PPh 4 ayat (2) Masa Januari 2020 

 

(Sumber: Dokumen Perusahaan) 

 
Pada Gambar 3.29 merupakan bukti pembayaran PPh 4 ayat (2) Masa 

Januari 2020. Untuk mengisi kolom jumlah yang dibayarkan, tanggal pembayaran, 

kode pajak, dan NTPN dapat dilihat dari Gambar 3.29. Keterangan dalam kotak 

berwarna ungu untuk mengisi tanggal pembayaran yaitu tanggal “07/02/2020”, 

keterangan dalam kotak berwarna hijau untuk mengisi kolom jumlah yang 
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dibayarkan yaitu sebesar “Rp.1.040.111”, keterangan dalam kotak berwarna putih 

untuk mengisi kolom NTPN yaitu “B3DAF67K131SO138”, dan keterangan 

dalam kotak berwarna coklat untuk mengisi kolom kode pajak yaitu “411128/403”. 

Selanjutnya untuk mengisi kolom tanggal lapor dan nomor bukti 

penerimaan, dokumen yang dibutuhkan adalah Bukti Penerimaan Elektronik 

(BPE). Berikut merupakan contoh gambar bukti penerimaan elektronik PT Wahyu 

Abadi Masa Januari 2020. 

Gambar 3.33 

Bukti Penerimaan Elektronik PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Januari 2020 
 

 
(Sumber: Dokumen Perusahaan) 

 
Gambar 3.30 merupakan contoh bukti penerimaan elektronik untuk masa 

Januari 2020. Dalam dokumen bukti penerimaan elektronik terdapat keterangan 

mengenai tanggal lapor dan juga nomor bukti penerimaan. Sebagai contoh untuk 

mengisi kolom tanggal laporan dan nomor bukti penerimaan dapat melihat 
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Gambar 3.30. keterangan yang terdapat dalam kotak berwarna biru tua untuk 

mengisi kolom tanggal lapor yaitu tanggal “02/07/2020”, dan pada keterangan 

yang berwarna dalam kotak berwarna pink digunakan untuk mengisi kolom 

nomor bukti penerimaan yaitu “32145706455201002221”. Setelah semua kolom 

format rekapan PPh 4 ayat (2) sudah terisi semua maka rekapan untuk PPh 4 ayat 

(2) telah selesai. Berikut merupakan hasil rekapan PPh 4 ayat 2 PT Wahyu Abadi 

periode 2020. 

Gambar 3.34 

Hasil Rekapan PPh 4 ayat (2) PT Wahyu Abadi Periode 2020 
 

 

(Sumber: Dokumen Perusahaaan) 

 
5. Menjurnal dan Memberikan Kode Akun dalam Nota Bukti Pengeluaran 

Kas 

Melakukan kegiatan menjurnal dan memberikan kode akun diperlukan 

untuk mengetahui jenis suatu transaksi. Tugas yang diberikan oleh pembimbing 

lapangan adalah menjurnal dan memberikan kode dalam nota bukti pengeluaran 

kas khusus untuk kode akun “15.1” dengan nama jurnal adalah “biaya bensin 

sales/marketing”. Tugas ini dilakukan setiap hari dengan jumlah yang tidak 
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menentu, sesuai dengan transaksi yang terjadi pada hari tersebut. berikut 

merupakan langkah-langkah untuk menjurnal dan memberikan kode akun dalam 

nota pengeluaran kas. 

1. Menerima voucher pengeluaran beserta dengan bukti pembelian dari purchasing 

department. 

2. Melakukan pengecekan dan perhitungan kembali pada bukti pembelian, agar 

tidak terjadi salah hitung antara yang terdapat di bukti pembelian dan voucher 

pengeluaran. Berikut merupakan bukti pembelian. 

Gambar 3.35 

Bukti Pembelian 

 

 
(Sumber: Dokumen Perusahaan) 
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Pada Gambar 3.32 merupakan contoh bukti pembelian/ pengeluaran kas 

yang dilakukan PT Wahyu Abadi, dalam kotak berwarna merah merupakan 

bukti-bukti transaksi yang dilakukan, yaitu pengeluaran untuk pembelian BBM 

adalah Rp.120.000, pengeluaran untuk pembayaran tol adalah Rp.29.000, 

pengeluaran untuk bongkar muat adalah Rp.20.000, pengeluaran untuk tip 

security adalah Rp.5.000, dan pengeluaran untuk uang makan driver adalah 

Rp.24.000 sehingga jika dijumlahkan totalnya adalah Rp.198.000. total nilai 

tersebut harus sama dengan yang terdapat pada voucher pengeluaran kas. 

Apabila terjadi ketidaksesuaian antara yang terdapat dalam bukti pembelian 

dan voucher pengeluaran kas, maka tidak dapat diberikan jurnal dan pemberian 

kode akun. Dokumen tersebut dikembalikan kembali pada purchasing 

department untuk dilakukan pengecekan kembali. 

3. Jika sudah tidak ada kesalahan, maka selanjutnya akan dijurnal dan diberikan 

kode akun pada lembar voucher pengeluaran kas tersebut. Berikut merupakan 

contoh voucher pengeluaran kas. 
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Gambar 3.36 

Voucher Pengeluaran Kas 
 

(Sumber: Dokumen Perusahaan) 

 
Pada Gambar 3.33 merupakan contoh voucher pengeluaran kas, pada 

voucher pengeluaran kas tersebut sudah terisi keterangan bentuk pembayaran 

digunakan untuk apa saja, dan juga rincian masing-masing pembayaran. Total 

yang terdapat dalam Gambar 3.33 adalah Rp.198.000, yang jumlahnya sama 

dengan bukti-bukti pembelian yang sudah dilakukan pengecekan tadi. Setelah 

melihat jumlah total pengeluarannya sesuai, maka selanjutnya diberikan jurnal 

dan kode akun seperti yang tertera pada kotak merah di atas, yaitu “Biaya Sales 

& Marketing” dan kode akun adalah “15.1” kode terssebut merupakan kode 

yang diberikan perusahaan untuk jenis transaksi biaya sales and marketing, dan 

setelah itu juga diberikan paraf dibawahnya. 

4. Kemudian setelah menjurnal dan melakukan pemberian kode akun, dokumen 

tersebut diberikan kepada pembimbing lapangan, yang nantinya akan 

diserahkan kepada atasan untuk ditandatangani. 
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6. Merekap Pertanggungjawaban Uang Muka Vendor PT S 

 
Merekap pertanggungjawaban uang muka PT S dilakukan untuk beberapa 

nomor purchase order yang berbeda. Dalam tugas ini merekap sebanyak tujuh 

pertanggungjawaban uang muka dengan nomor purchase order yang berbeda. 

Dalam satu purchase order terdapat beberapa jenis uang muka, dan dalam satu 

jenis uang muka terdapat beberapa invoice yang berbeda. Langkah-langkah 

yang dilakukan untuk merekap pertanggungjawaban uang muka adalah: 

1. Menerima dokumen kuitansi-kuitansi atau invoice berupa pertanggungjawaban 

bon sementara atas uang muka, dan softcopy format rekapan. Berikut 

merupakan contoh format rekapan untuk merekap pertanggungjawaban uang 

muka. 

Gambar 3.37 

 
Format Rekapan Pertanggungjawaban Uang Muka (contoh: untuk nomor 

 

PO S/20/00730) 
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(Sumber: Dokumen Perusahaan) 

 
Dalam Gambar 3.34 merupakan contoh format rekapan untuk nomor 

 

purchase order “S/20/00730”. 

 
2.  Untuk mengisi kolom-kolom yang terdapat dalam Gambar 3.34 maka 

diperlukan dokumen kuitansi-kuitansi pertanggungjawaban bon sementara atas 

uang muka. Berikut merupakan contoh pertanggungjawaban bon sementara 

atas uang muka. 

Gambar 3.38 

Pertanggungjawaban Bon Sementara atas Uang Muka 

 

 
(Sumber: Dokumen Perusahaan) 
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Pada Gambar 3.38 merupakan contoh lembar pertanggungjawaban 

bon sementara atas uang muka dengan nomor purchase order adalah 

“S/20/00730”. Untuk mengisi kolom nomor jenis uang muka dapat dilihat 

dalam Gambar 3.38 yang terdapat dalam kotak berwarna biru, yaitu 

“061/UM-IDR/V/2020”. Untuk kolom nominal data yang diambil adalah 

sebesar “Rp.470.243.804” atau dapat dilihat dari data yang terdapat dalam 

kotak berwarna hijau. Sedangkan untuk mengisi kolom nomor invoice data 

yang diambil adalah yang terdapat dalam kotak berwarna hitam yang 

berisikan data “010.002-20.10523480”, “010.002-20.10523478”, dan 

“010.002-20.10523477”. Pada kolom jumlah pertanggungjawaban uang 

muka (PJUM) diambil dari data yang terdapat dalam kotak berwarna ungu 

yang berisikan data “Rp.277.583.201”, “Rp.95.968.123”, dan “Rp. 

95.968.123”. 

3. Selanjutnya untuk mengisi kolom tanggal dan juga keterangan diambil dari 

dokumen yang sama. Berikut merupakan Gambar untuk tanggal dan 

keterangan lembar pertanggungjawaban bon sementara atas uang muka 

(nomor PO S/20/00730) 
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Gambar 3.39 

 
Tanggal Pada Lembar Pertanggungjawaban Bon Sementara (nomor PO 

 

S/20/00730) 
 
 

 
(Sumber: Dokumen Perusahaan) 

 
Dalam Gambar 3.39 untuk mengisi kolom tanggal dapat dilihat dari kotak 

berwarna kuning yang berisikan tanggal “26-Juni-2020”. Dalam purchase 

order “S/20/00730” terdapat beberapa jenis uang muka, dan untuk 

merekap pertanggungjawaban uang muka menggunakan langkah yang 

serupa, begitu pula untuk nomor purchase order lainnya. 

4. Setelah itu dilakukan penjumlahan untuk kolom nominal dan kolom jumlah 

PJUM, untuk melihat perbandingan jumlah antara pencadangan uang 

muka yang dianggarkan dan uang muka yang sudah 

dipertanggungjawabkan atau biaya aktual atau sebenarnya yang telah 

dikeluarkan. Dari hasil perbandingan jumlah tersebut dapat dilihat apakah 

perusahaan masih terdapat kekurangan, kelebihan atau sudah sesuai 

terhadap pencadangan uang muka tersebut. Berikut merupakan  Gambar 
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jumlah PJUM “061/UM-IDR/V/2020” untuk purchase order 

 

“S/20/00730”. 

 
Gambar 3.40 

 
Jumlah PJUM “061/UM-IDR/V/2020” (No.PO S/20/00730) 

 
 

 

(Sumber: Dokumen Perusahaan) 

 
Dalam Gambar 3.40 merupakan jumlah PJUM untuk jenis uang muka 

“061/UM-IDR/V/2020” dengan nomor PO “S/20/00730” sebesar Rp. 

469.519.447, dan pada kasus ini nilai nominal pencadangan uang muka 

jumlahnya lebih besar daripada yang dipertanggungjawabkan atau yang 

aktual, sehingga terdapat kelebihan pencadangan uang muka sesebesar 

Rp.724.357. Dan berikut merupakan gambar hasil rekapan 

pertanggungjawaban uang muka keseluruhan untuk No.PO “S/20/00730”. 
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Gambar 3.41 

 
Hasil Rekapan Pertanggungjawaaban Uang Muka (No. PO S/20/00730) 

 
 

 
3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

 
Terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kerja 

magang yaitu: 

1. Saat melakukan rekap PPh Pasal 23 dan bukti potong PPh Pasal 23 dari 

 

website E-Bupot adalah server sering mengalami error/down. 

 
2. Dalam meng-input bukti potong PPh Pasal 23 ke dalam website E-Bupot 

kendala yang dihadapi adalah ketidaklengkapan data mengenai 

keterangan vendor/customer, seperti tidak ada NPWP, alamat tidak ada. 

3. Dalam merekap PPh 21 kendala yang dihadapi adalah terdapat dokumen 

dalam bentuk fotokopi yang tulisannya kurang jelas sehingga angka 

dalam dokumen tersebut sulit untuk diketahui. 
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3.3.3 Solusi untuk Kendala yang Ditemukan 

 
Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul yaitu: 

 
1. Menunggu beberapa saat, dan mencoba melakukan re-login. Jika masih 

terjadi server yang error dalam waktu yang lumayan lama, maka 

mengerjakan tugas yang lain dahulu agar waktu tidak terbuang begitu 

saja. 

2. Menanyakan langsung kepada pembimbing lapangan atas data-data yang 

masih belum lengkap, dan meminta kembali daftar keterangan 

vendor/customer yang benar-benar sudah ter-update. 

3.  Untuk dokumen yang kurang jelas tulisannya, maka dilakukan 

pengecekan langsung terhadap dokumen asli yang dapat diminta melalui 

pembimbing lapangan. 


